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Abstrak: Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan masih menghadapi 

berbagai kendala, khususnya pada aspek akses dan keberlanjutan layanan 

pendidikan formal. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan merupakan 

kewajiban konstitusional negara yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab 

semua pihak, salah satunya Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Jember, 

komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah tentang Kabupaten 

Layak Anak yang mewajibkan fasilitasi pendidikan bagi anak putus sekolah 

melalui Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jember dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan sebagai bagian dari 

hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan 

hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang 

dan peraturan daerah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan 

literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah 

Terbuka yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Layak Anak merujuk pada 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Layanan Khusus yang merupakan pendidikan formal yang fleksibel, 

tidak berbiaya, dan relevan untuk menjangkau anak jalanan serta anak putus 

sekolah sebagaimana diatur dalam. Kesimpulan penelitian ini menegaskan 

bahwa secara normatif pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan 

kewenangan yang jelas dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan, tetapi 

diperlukan penguatan pelaksanaan kebijakan, peningkatan sinergi lembaga, dan 

pengawasan berkelanjutan agar hak pendidikan anak jalanan dapat terpenuhi 

secara efektif, merata, dan berkeadilan. 

Kata Kunci: Hak Pendidikan; Anak Jalanan; Sekolah Terbuka; Kabupaten Layak 

Anak; Pemerintah Daerah 

Pendahuluan 

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

setiap warga negara berhak dan wajib mendapatkan pendidikan serta pemerintah wajib 
untuk membiayainya. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya dibekali dengan 

pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dibentuk menjadi individu yang berakhlak 

mulia, berkarakter, serta memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungannya (Vina Sabina, 

Maychellina, 2023). Secara hakikat, pendidikan merupakan proses yang dirancang secara 
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sistematis guna menciptakan lingkungan belajar dan kegiatan pembelajaran yang 
mendorong peserta didik untuk aktif mengembangkan potensi, kemampuan, serta 

kepribadiannya (Martono, 2016). Oleh karena itu Pendidikan merupakan fondasi utama 

dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan bermartabat.  

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk hak anak, yang dijamin 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan 

nasional dan internasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui ratifikasi Convention on 

the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) yang disahkan dengan Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi 

Tentang Hak-Hak Anak) (Khoirunnisa, 2020). Namun, fakta di lapangan menunjukkan 

tidak semua anak di Indonesia memperoleh hak dasar pendidikan. Padahal, sebagai 
generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045, anak memiliki peran penting dalam 

melanjutkan cita-cita nasional dan menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan 

bernegara (Simanjuntak, 2017).  

Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk menjamin 

akses pendidikan yang merata, bermutu, dan inklusif bagi seluruh warga negara tanpa 

diskriminasi. Dalam konteks daerah, pemerintah daerah berperan penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun, fakta dilapangan menunjukkan tidak semua 

anak di Indonesia mendapatkan hak dasar mereka salah satunya adalah pendidikan. 
Pemenuhan hak-hak dasar anak kerap terabaikan akibat berbagai faktor, seperti kondisi 

ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.  

Di Kabupaten Jember salah satu permasalahan sosial adalah keberadaan anak 

jalanan. Anak jalanan termasuk kelompok yang wajib memperoleh perhatian dan 

perlindungan negara, sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang 

tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. Meskipun 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kabupaten Layak Anak, akan tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa 

banyak anak jalanan belum mendapatkan hak pendidikan sebagaimana mestinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terhadap pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. 

Penelitian ini menitikberatkan pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan, 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf k Perda tersebut, yang 

mewajibkan pemerintah daerah memfasilitasi anak putus sekolah melalui Sekolah Terbuka 

atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 

Penelitian Aliffi’a Kursiya Jamil berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak 

Anak” (2025) membahas Pasal 30 mengenai perlindungan hukum anak jalanan, meliputi 

pendataan, pembinaan, bantuan sosial, sosialisasi keluarga, dan penempatan anak jalanan 

(Jamil, 2025). Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada 
perlindungan hukum secara umum, sementara kajian khusus mengenai tanggung jawab 

Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan masih 
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terbatas. Padahal, pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin konstitusi, 

sehingga penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan kajian tersebut. 

Metode 

Suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang tepat sebagai 

pedoman dalam proses analisis terhadap data atau hasil penelitian. Dalam Penelitian ini, 

penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2016) dengan 

motede pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan 

melalui analisis terhadap seluruh ketentuan hukum positif serta regulasi yang memiliki 

keterkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Sementara itu, pendekatan 
konseptual berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum yang relevan, dengan 

menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap doktrin, teori hukum, serta konsep-

konsep yuridis yang menjadi fondasi dari permasalahan yang dikaji. Penelitian ini 

menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer 

mencakup peraturan perundang-undangan. Bahan hukum skunder meliputi data dari 

jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah. 

Hasil dan Pembahasan 

Anak jalanan didefinisikan sebagai anak berusia antara 6 hingga 18 tahun  yang 

menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja atau bertahan hidup 

(Armita, 2016). Secara yuridis, anak jalanan dikualifikasikan sebagai anak terlantar karena 

kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar. Setiap anak 

berhak mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan dan pemenuhuan 

hak anak menjadi tanggung jawab semua pihak  sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak 

anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan 

bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.  

 Ketentuan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud pemeliharaan tidak hanya 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan, tetapi juga 

mencangkup pemenuhan hak pendidikan. Pendidikan tidak hanya menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat akan tetapi juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah 

Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pendidikan salah satunya adalah 

Pendidikan Dasar. Keberadaan anak jalanan masih banyak dijumpai di beberapa titik 

wilayah di Kabupaten Jember. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki akses terhadap 

Pendidikan Dasar secara layak akibat faktor ekonomi, keterbatasan dukungan keluarga, 

dan lingkungan sekitar. 

 Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yang memuat ketentuan mengenai 

pemenuhan berbagai hak anak, meliputi hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, serta hak 
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atas perlindungan khusus. Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap hak anak di bidang 

Pendidikan diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf k dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah 

memiliki kewajiban untuk memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat. Berdasarkan interpretasi gramatikal, frasa Sekolah Terbuka 

terdiri atas dua kata, yaitu sekolah dan terbuka. Kata sekolah berarti lembaga tempat 

berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar, di mana peserta didik menerima pelajaran 

dan pendidik memberikan pengajaran (Bahasa, 2016) Sementara itu, kata terbuka 

mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk mengakses, 

memanfaatkan, memodifikasi, serta mendistribusikan kembali sesuatu untuk berbagai 

tujuan tanpa Batasan (Foundation, n.d.). Dengan demikian, Sekolah Terbuka bermakna 

lembaga pendidikan yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja untuk 

belajar secara mandiri dan terbuka. 

 Berdasarkan interpretasi sistematis, jika merujuk pada konsideran Perda Kabupaten 

Layak Anak itu salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut 

ditegaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia mencakup tiga jalur utama, yaitu 

pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Berdasarkan Pasal 26 

ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nonformal 

diselenggarakan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang 

memerlukan kesempatan belajar di luar jalur pendidikan formal. Pendidikan nonformal 

juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya disebut PP Standar Nasional Pendidikan). 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) menyebutkan jalur pendidikan nonformal terdiri dari 

pendidikan anak usia dini nonformal dan pendidikan kesetaraan. Merujuk pada Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus Pasal 1 angka 5 menjelaskan Sekolah terbuka 

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan 

bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode 

belajar mandiri. Pasal ini menegaskan bahwa sekolah terbuka adalah bentuk inovatif dari 

pendidikan formal yang memberikan kesempatan belajar fleksibel bagi siswa yang tidak 

dapat mengikuti sekolah formal karena faktor geografis, ekonomi, atau sosial. Akan tetapi 

tetap berada di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah induk. Model ini dinilai 

efektif karena tidak membatasi peserta didik oleh ruang, waktu, atau usia, serta tidak 

memungut biaya. 

 Berdasarkan Perda Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban 

menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak, termasuk anak putus sekolah dan anak 

jalanan, melalui penyediaan layanan pendidikan, salah satunya Sekolah Terbuka. 

Kewajiban tersebut apabila dianalisis dengan pendekatan interpretasi gramatikal dan 

sistematis menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka diatur secara eksplisit dalam Permen 

Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, sementara PP Standar Nasional Pendidikan 

dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional hanya mengatur pendidikan kesetaraan 

dan nonformal secara umum tanpa pengaturan secara spesifik mengenai Sekolah Terbuka. 
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Di Kabupaten Jember juga terdapat program Sekolah Rakyat yang diselenggarakan secara 

gratis bagi keluarga miskin dan anak putus sekolah. Meskipun tujuannya sama, yaitu 

pemerataan akses pendidikan,akan tetapi terdapat perbedaan dalam implementasinya, 

program Sekolah Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat memiliki 

karakteristik tersendiri yang berbeda dengan konsep Sekolah Terbuka yang sesuai dengan 

Perda Kabupaten Layak Anak. 

 Sekolah Rakyat merupakan program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan sasaran peserta didik dari keluarga miskin ekstrem dan 

diselenggarakan dalam bentuk pendidikan berasrama dengan jumlah terbatas di setiap 

kabupaten/kota. Sementara itu, Sekolah Terbuka sebagai satuan pendidikan formal dapat 

diselenggarakan pada setiap sekolah induk negeri, sehingga memiliki jangkauan layanan 

yang lebih luas dan fleksibel. Oleh karena itu, Sekolah Terbuka dinilai lebih efektif dalam 

menjangkau anak putus sekolah, termasuk anak jalanan, terutama yang berdomisili jauh 

dari pusat kota, karena dapat diselenggarakan di berbagai wilayah kecamatan atau 

kelurahan pada sekolah negeri di Kabupaten Jember tanpa dipungut biaya. 

 

Simpulan 

 Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pemenuhan 

hak pendidikan anak jalanan diwujudkan melalui pembentukan Perda Kabupaten Layak 

Anak. Peraturan tersebut mengatur hak atas pendidikan, khususnya Pasal 29 ayat (3) huruf 

k yang mewajibkan pemerintah daerah memfasilitasi siswa putus sekolah melalui Sekolah 

Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Berdasarkan interpretasi gramatikal dan 

sistematis, Sekolah Terbuka merujuk pada ketentuan dalam Permen Pendidikan Layanan 

Khusus, yaitu model pendidikan formal yang fleksibel bagi peserta didik yang tidak dapat 

mengikuti sekolah reguler, bersifat mandiri, tidak dipungut biaya, dan tetap berada di 

bawah naungan sekolah induk. Sehingga dari temuan tersebut menegaskan bahwa 

pemenuhan hak pendidikan anak jalanan tidak cukup hanya dengan keberadaan regulasi, 

melainkan membutuhkan penguatan implementasi kebijakan yang berkelanjutan dan 

terintegrasi, maka disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menetapkan 

regulasi turunan berupa Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci implementasi Pasal 

29 Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, khususnya terkait pemenuhan hak 

Pendidikan. Pembentukan regulasi ini diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak 

pendidikan dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan prinsip 

perlindungan anak 
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